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BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis 

mengenai: “Eksistensi dan Akibat Hukum Pasal 1266 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata dalam Perjanjian, Terhadap Debitur yang Tidak 

Aktif dalam Melaksanakan Perjanjian”, maka dalam penelitian ini 

diberikan kesimpulan sebagai berikut. 

a. Akibat hukum Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

terhadap debitur yang tidak aktif dalam melaksanakan perjanjian 

adalah, debitur yang tidak aktif dalam melaksanakan perjanjian dapat 

dinyatakan lalai dengan pernyataan lalai (ingebrekesteling). 

Selanjutnya perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan oleh karena 

debitur yang tidak aktif dalam melaksanakan perjanjian atau debitur 

telah wanprestasi. Pembatalan harus dimintakan ke Pengadilan melalui 

Putusan Pengadilan, tanpa menghilangkan hak kreditur untuk 

menuntut ganti rugi yang diakibatkan oleh debitur. 

b. Eksistensi Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam 

Perjanjian, memiliki kebenaran eksistensial karena keberadaan pasal 

ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam perjanjian. 

Oleh karenanya, pasal ini tidak dapat dikesampingkan bahkan 

diabaikan oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian timbal balik. 

Hal ini ditunjukkan dengan adanya putusan Mahkama Agung. No. 650 

PK/Pdt/2012 tertanggal 19 Februari 2013, yang menunjukkan daya 
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efektivitas Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu 

dengan dikabulkannya permohonan pembatalan perjanjian, melalui 

upaya hukum Peninjauan Kembali yang diajukan oleh kuasa hukum 

CV Barata Makmur sebagai Pemohon Peninjauan Kembali. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat dikemukakan 

beberapa pokok pikiran sebagai saran, yaitu sebagai berikut. 

a. Diharapkan agar para pihak yang terlibat dalam perjanjian timbal 

balik, tidak boleh menyertakan klausul pengesampingan Pasal 1266 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain karena pasal ini bukan 

sebagai pelengkap, tetapi juga terutama untuk kepastian hukum dari 

para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, maupun kepastian 

hukum dari perjanjian itu sendiri.  

b. Diharapkan agar para penegak hukum dalam hal ini para hakim, 

kiranya dalam mengambil keputusan mengenai gugatan pembatalan 

perjanjian (timbal balik). Sungguh-sungguh memahami makna di balik 

Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta arif dan 

bijaksana dalam membuat keputusan, agar keputusan yang dibuat 

dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak 

berperkara. 
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